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Abstract

Kebijakan moderasi beragama merupakan agenda strategis pemerintah Indonesia dalam
memperkuat harmoni sosial dan menjaga keberagaman di tengah masyarakat multikultural.
Dalam konteks pendidikan nasional, Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran sentral
sebagai instrumen pembentukan sikap keberagamaan peserta didik yang inklusif, toleran, dan
berwawasan kebangsaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan
moderasi beragama dalam pembelajaran PAI dengan menggunakan perspektif teori
implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis
kebijakan dengan menelaah dokumen regulasi, kurikulum PAL, serta temuan empiris dari
berbagai penelitian terdahulu yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi
kebijakan moderasi beragama dalam pembelajaran PAI masih menghadapi sejumlah tantangan,
baik pada aspek konseptual, pedagogis, struktural, maupun kultural. Pemahaman guru PAl
terhadap konsep moderasi beragama belum merata dan cenderung parsial, sehingga
berdampak pada praktik pembelajaran yang masih bersifat normatif dan kognitif. Selain itu,
keterbatasan perangkat pembelajaran kontekstual, minimnya pelatihan berkelanjutan, serta
lemahnya dukungan kelembagaan turut memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Di
sisi lain, integrasi moderasi beragama dalam Kurikulum Merdeka, penguatan pendidikan
karakter, dan pemanfaatan teknologi pembelajaran digital menjadi peluang strategis dalam
memperkuat implementasi kebijakan PAI. Artikel ini menegaskan bahwa keberhasilan
implementasi kebijakan moderasi beragama dalam pembelajaran PAl memerlukan pendekatan
kebijakan yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan, dengan menempatkan guru sebagai
aktor kunci serta memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan
kebijakan Pendidikan Agama Islam di masa mendatang.

Kata kunci: Moderasi Beragama, Kebijakan Pendidikan, Pendidikan Agama Islam,
Implementasi Kebijakan,Kurikulum Merdeka
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Abstract
Religious moderation policy is one of the Indonesian government's strategic agendas aimed at
strengthening social harmony and managing religious diversity multicultural society. Within the
context of national education, Islamic Religious Education (PAI) plays a pivotal role in shaping
students' religious attitudes that are inclusive, tolerant, and aligned with national values. This
article aims to analyze the implementation of religious moderation policy in PAl learning by
employing the perspective of policy implementation theory. The study adopts a qualitative
approach through policy analysis, examining regulatory documents, the PAl curriculum, and
empirical findings from relevant previous studies. The analysis reveals that the implementation
of religious moderation policy in PAl learning still faces various challenges, including
conceptual, pedagogical, structural, and cultural dimensions. Teachers' understanding of
religious moderation remains uneven and often partial, resulting in learning practices that are
predominantly normative and cognitively oriented. Furthermore, limited contextual learning
resources, insufficient continuous professional development, and weak institutional support
hinder effective policy implementation. Nevertheless, the integration of religious moderation
values into the Merdeka Curriculum, the strengthening of character education, and the
utilization of digital learning technologies present significant opportunities to enhance policy
implementation. This article argues that successful implementation of religious moderation
policy in PAI learning requires an adaptive, participatory, and sustainable policy approach,
positioning teachers as key policy actors while strengthening synergy among government
institutions, educational stakeholders, and the wider community. The findings are expected to
contribute both theoretically and practically to the future development of Islamic Religious
Education policy.

Keywords: Religious Moderation, Education Policy, Islamic Religious Education, Policy
Implementation, Merdeka Curriculum

PENDAHULUAN
Kebijakan moderasi beragama merupakan salah satu agenda utama pemerintah

Indonesia dalam menghadapi kompleksitas kehidupan beragama dalam masyarakat yang
beragam, dinamis, dan terus berubah. Indonesia sebagai negara dengan keberagaman agama,
budaya, dan suku yang tinggi menghadapi tantangan besar dalam menjaga kohesi sosial dan
persatuan bangsa. Moderasi beragama dalam hal ini berfungsi sebagai kerangka kebijakan yang
mengedepankan sikap beragama yang seimbang, toleran, adil, serta mengedepankan nilai-nilai
kemanusiaan dan kebangsaan. Kebijakan ini tidak hanya bersifat normatif dan ideologis, tetapi
juga dirancang sebagai strategi pencegahan untuk mengurangi risiko konflik sosial, radikalisasi,
dan ekstremisme berbasis agama. (Ar and Fauzan 2024).

Pendidikan nasional, khususnya Pendidikan Agama Islam (PAI), menjadi salah satu
arena paling strategis dalam mengimplementasikan kebijakan moderasi beragama. Pendidikan
dipahami sebagai ruang sosial yang memiliki daya transformasi tinggi dalam membentuk pola
pikir, sikap, dan praktik keberagamaan generasi muda. PAI tidak sekadar berfungsi sebagai
media transmisi ajaran keislaman, melainkan juga sebagai wahana pembentukan karakter
religius yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebangsaan. Oleh karena itu,
implementasi kebijakan moderasi beragama dalam pembelajaran PAI menjadi sangat krusial
dalam memastikan bahwa nilai-nilai Islam diajarkan secara kontekstual, inklusif, dan selaras
dengan realitas masyarakat multikultural (Atika 2024).

Urgensi penerapan kebijakan moderasi beragama dalam pendidikan PAI semakin
meningkat seiring dengan semakin banyaknya tantangan sosial dan keagamaan di era globalisasi
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dan digital. Gelombang informasi yang begitu cepat dan tanpa filter memberikan ruang bagi
masuknya berbagai ideologi keagamaan yang cenderung eksklusif, tekstual, bahkan ekstrim ke
dalam lingkungan pendidikan. Dalam kondisi seperti ini, siswa mempunyai peluang untuk
mengalami pemahaman agama yang sempit dan kurang dialogis. Tanpa diimbangi dengan
pendidikan PAI yang berwawasan moderat, keadaan ini dapat mengakibatkan sikap intoleransi,
penolakan terhadap perbedaan, dan melemahnya komitmen nasional. Oleh karena itu,
pendidikan PAI harus mampu tidak hanya mengajarkan aspek ritual dan dogma, tetapi juga
menyerap nilai-nilai moderasi beragama melalui metode pedagogi yang reflektif dan dialogis.
(Damayanti and Partono 2025).

Namun demikian, realitas implementasi kebijakan moderasi beragama dalam
pembelajaran PAl menunjukkan berbagai persoalan yang kompleks. Sejumlah penelitian dan
laporan kebijakan mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain kebijakan yang
dirumuskan secara normatif dengan praktik pembelajaran di tingkat satuan pendidikan.
Kebijakan moderasi beragama sering kali dipahami secara abstrak dan simbolik, tanpa
diterjemahkan secara operasional ke dalam tujuan pembelajaran, materi ajar, metode, dan
sistem evaluasi. Akibatnya, implementasi kebijakan cenderung bersifat seremonial dan
administratif, belum menyentuh substansi pembelajaran secara mendalam (Darmawan and
Nugroho 2025).

Kesenjangan implementasi tersebut juga berkaitan erat dengan faktor aktor kebijakan,
khususnya guru PAI sebagai pelaksana utama di ruang kelas. Tidak semua guru memiliki
pemahaman konseptual yang memadai mengenai moderasi beragama, baik dari perspektif
teologis maupun pedagogis. Sebagian guru masih memaknai moderasi beragama sebatas sikap
toleransi antarumat beragama, tanpa mengaitkannya dengan prinsip keseimbangan (tawāzun),
keadilan ('adālah), dan komitmen kebangsaan yang menjadi bagian integral dari ajaran Islam.
Selain itu, keterbatasan pelatihan berkelanjutan, minimnya perangkat ajar yang kontekstual,
serta tekanan administratif yang tinggi turut memengaruhi kualitas implementasi kebijakan di
lapangan (Faridah and Rizqi 2025).

Di sisi lain, faktor struktural dan budaya juga mempunyai kontribusi yang signifikan
dalam menentukan seberapa efektif suatu kebijakan. Dukungan lembaga, kepemimpinan di
sekolah, dan budaya organisasi pendidikan sangat mempengaruhi seberapa baik moderasi
beragama dapat dijadikan bagian dari pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Di beberapa
lingkungan sosial, kebijakan moderasi beragama seringkali mendapat perlawanan budaya akibat
adanya kesalahpahaman yang menganggap moderasi sebagai upaya merelatifkan ajaran agama
atau mereduksi identitas keislaman. Situasi ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan
moderasi beragama tidak boleh dipahami sebagai proses teknis belaka, namun juga sebagai
proses sosial yang sarat dinamika ideologi dan budaya. (Hayati et al. 2025).

Berdasarkan kompleksitas tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis
implementasi kebijakan moderasi beragama dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam
dengan menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan. Analisis difokuskan pada
dinamika penerjemahan kebijakan dari level regulasi ke praktik pembelajaran, peran dan
kapasitas aktor kebijakan, serta faktor kontekstual yang memengaruhi keberhasilan atau
kegagalan implementasi. Secara akademik, kajian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus
kebijakan Pendidikan Agama Islam, khususnya terkait integrasi nilai moderasi beragama dalam
pembelajaran. Secara praktis, artikel ini diharapkan mampu memberikan refleksi kritis dan
rekomendasi konstruktif bagi pembuat kebijakan, guru PAI, dan lembaga pendidikan dalam
memperkuat implementasi kebijakan moderasi beragama di masa mendatang.

METODE PENELITIAN
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian analisis kebijakan
pendidikan, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan
moderasi beragama dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) (Sugari Dedi 2025)
Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji kebijakan sebagai proses.
sosial yang kompleks, mencakup dinamika aktor, interpretasi kebijakan, serta
konteks struktural dan kultural yang memengaruhi implementasi di lapangan. Analisis
dilakukan dengan menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan sebagai kerangka
konseptual untuk menelaah kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik pembelajaran
PAI (Hilalludin 2025).

Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data sekunder
diperoleh melalui studi dokumen terhadap regulasi kebijakan moderasi beragama, kurikulum
PAI, serta hasil penelitian dan publikasi ilmiah yang relevan. Data primer diperoleh secara
terbatas melalui refleksi praktik pembelajaran dan temuan empiris dari studi terdahulu yang
mendukung analisis kebijakan (Hilalludin 2025). Teknik analisis data dilakukan melalui
tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara analitis dan reflektif.
Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teori untuk memastikan ketepatan dan
kedalaman analisis (Hilalludin 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama
Dalam kajian kebijakan publik, implementasi dianggap sebagai fase penting yang

menghubungkan perbedaan antara perumusan kebijakan dengan praktik aktual di lapangan.
Kebijakan yang disusun secara normatif dan ideal tidak serta merta memberikan hasil yang
diinginkan jika tidak didukung oleh sistem implementasi yang efisien. Pandangan ini
menekankan bahwa implementasi bukan sekedar persoalan teknis-administratif, namun juga
merupakan ruang sosial yang penuh dengan interaksi antar aktor, kepentingan, interpretasi,
serta konteks struktural dan budaya di mana kebijakan diimplementasikan. (Hidayatulloh et al.
2023).

Teori implementasi kebijakan klasik, seperti model top-down yang dikemukakan oleh
Pressman dan Wildavsky, menekankan pentingnya. kejelasan tujuan kebijakan, konsistensi
regulasi, serta struktur birokrasi yang kuat dalam memastikan keberhasilan implementasi.
Dalam pendekatan ini, kebijakan moderasi beragama dipahami sebagai seperangkat regulasi
dan pedoman normatif yang harus diterjemahkan secara linear oleh aktor pelaksana di tingkat
pendidikan. Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh sejauh mana tujuan kebijakan
dirumuskan secara jelas, disosialisasikan secara sistematis, dan dikontrol melalui mekanisme
birokrasi pendidikan (Iha Hamidah 2023).

Namun demikian, pendekatan top-down sering kali menghadapi keterbatasan ketika
berhadapan dengan kompleksitas praktik pendidikan. Oleh karena itu, pendekatan bottom-up,
sebagaimana dikembangkan oleh Lipsky melalui konsep street-level bureaucrats, menjadi
relevan dalam menganalisis implementasi kebijakan moderasi beragama dalam pembelajaran
PAI. Pendekatan ini menempatkan guru PAI sebagai aktor kebijakan kunci yang memiliki
ruang diskresi dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik pedagogis. Guru tidak hanya
berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penafsir kebijakan yang memediasi antara
tuntutan regulasi dan kebutuhan peserta didik (J1 2024).

Dalam kerangka kebijakan moderasi beragama, menggabungkan pendekatan atas dan
bawah sangatlah penting. Kebijakan yang disiapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian
Agama, harus dipahami sebagai pedoman normatif yang memberikan arah dan sasaran,
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sedangkan praktik pengajaran PAI di kelas berfungsi sebagai area implementasi yang
memerlukan adaptasi dan kepekaan terhadap konteks. Moderasi dalam beragama tidak dapat
dilaksanakan secara seragam dan mekanis, namun harus disesuaikan dengan karakteristik siswa,
kondisi sosial di sekolah, serta latar belakang budaya dan agama masyarakat. (Kariadi et al.
2023).

Secara konseptual, implementasi kebijakan moderasi beragama dalam pembelajaran
PAI juga dapat dianalisis melalui model implementasi interaktif yang menekankan hubungan
timbal balik antara kebijakan, aktor, dan konteks. Model ini melihat implementasi sebagai
proses dinamis yang melibatkan negosiasi makna antara pembuat kebijakan dan pelaksana di
lapangan. Dalam kerangka ini, moderasi beragama tidak hanya dipahami sebagai konsep
normatif, tetapi sebagai nilai pedagogis yang harus diinternalisasikan melalui proses
pembelajaran yang reflektif, dialogis, dan partisipatif (Malahayati et al. 2024).

Lebih lanjut, perspektif teori kebijakan pendidikan menegaskan bahwa kebijakan
pendidikan memiliki dimensi pedagogis yang tidak dapat dilepaskan dari praktik pembelajaran.
Implementasi kebijakan moderasi beragama dalam PAI menuntut adanya koherensi antara
tujuan kebijakan, kurikulum, metode pembelajaran, serta sistem evaluasi. Moderasi beragama
harus dioperasionalkan dalam capaian pembelajaran, materi ajar yang kontekstual, strategi
pembelajaran berbasis dialog, serta evaluasi yang tidak hanya mengukur aspek kognitif, tetapi
juga sikap dan perilaku keberagamaan peserta didik.

Dalam kerangka ini, guru PAI berperan sebagai policy mediator yang menjembatani
nilai-nilai normatif kebijakan dengan realitas empiris di kelas. Peran ini menuntut kompetensi
pedagogis, pemahaman keislaman yang moderat, serta sensitivitas sosial yang tinggi. Guru tidak
hanya menyampaikan materi ajar, tetapi juga membangun ruang dialog yang memungkinkan
peserta didik memahami keberagaman sebagai realitas sosial dan teologis. Dengan demikian,
implementasi kebijakan moderasi beragama menjadi bagian integral dari proses pembelajaran
PAI yang berorientasi pada pembentukan karakter religius yang inklusif dan berwawasan
kebangsaan (Mas'ud 2025).

Selain faktor aktor, konteks kelembagaan dan sosial juga memainkan peran penting
dalam implementasi kebijakan. Teori institutionalism menegaskan bahwa struktur organisasi,
budaya sekolah, kepemimpinan pendidikan, serta dukungan kebijakan di tingkat daerah
memengaruhi sejauh mana moderasi beragama dapat diinternalisasikan dalam pembelajaran.
Sekolah yang memiliki iklim demokratis dan kepemimpinan yang inklusif cenderung lebih
responsif terhadap implementasi kebijakan moderasi
beragama dibandingkan dengan sekolah yang berorientasi pada kepatuhan administratif semata
(Mufidah 2025).

Dengan demikian, kerangka konseptual implementasi kebijakan moderasi beragama
dalam pembelajaran PAI harus dipahami secara holistik, dengan mempertimbangkan interaksi
antara regulasi kebijakan, aktor pelaksana, praktik pedagogis, serta konteks sosial dan
kelembagaan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga
kritis dan reflektif, sehingga dapat mengungkap dinamika implementasi kebijakan secara lebih
mendalam dan komprehensif (Nyakcut et al. 2025).

Analisis Implementasi Kebijakan dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam
Implementasi kebijakan moderasi beragama dalam konteks pembelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI) merupakan proses yang kompleks dan berlapis, karena mencakup
interaksi antara unsur konseptual, pedagogi, struktural, dan budaya. Dari sudut pandang teori
implementasi kebijakan, tantangan yang muncul tidak hanya terkait dengan substansi kebijakan,
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namun juga bagaimana kebijakan tersebut dipahami, diinterpretasikan, dan dilaksanakan oleh
para pelaksana di tingkat pendidikan. Oleh karena itu, analisis terhadap implementasi
kebijakan moderasi beragama harus ditempatkan pada konteks yang lebih luas, yaitu sebagai
proses sosial yang penuh dinamika interpretasi dan kepentingan. (Puspita Sari et al. 2024).

Salah satu persoalan mendasar dalam implementasi kebijakan moderasi beragama
adalah belum meratanya pemahaman konseptual guru PAI terhadap makna dan ruang lingkup
moderasi beragama. Dalam kerangka teori policy interpretation, aktor pelaksana tidak sekadar
menjalankan kebijakan secara literal, tetapi menafsirkan kebijakan sesuai dengan latar belakang
pengetahuan, pengalaman, dan nilai yang mereka miliki. Ketika moderasi beragama dipahami
secara parsial misalnya hanya sebagai sikap
toleransi antarumat beragama maka implementasi kebijakan cenderung kehilangan dimensi
substantifnya, seperti nilai keseimbangan (tawāzun), keadilan ('adalah), dan komitmen
kebangsaan yang menjadi inti dari moderasi beragama dalam perspektif Islam dan kebijakan
nasional (Sari et al. 2023).

Pemahaman yang terbatas tersebut berdampak langsung pada praktik pedagogis guru
PAI. Dalam perspektif teori kurikulum, pembelajaran yang tidak didasarkan pada pemahaman
konseptual yang utuh akan cenderung bersifat normatif dan repetitif. Guru lebih banyak
menekankan aspek kognitif dan hafalan materi ajar, sementara dimensi afektif dan reflektif
kurang mendapatkan perhatian. Akibatnya, moderasi beragama diperlakukan sebagai materi
tambahan atau wacana normatif, bukan sebagai nilai yang terintegrasi dalam keseluruhan
proses pembelajaran PAI (Suprapto 2020).

Selain faktor pemahaman guru, keterbatasan perangkat pembelajaran juga menjadi
tantangan signifikan dalam implementasi kebijakan. Materi ajar PAI masih didominasi oleh
pendekatan tekstual dan doktrinal, dengan minim ruang dialog kritis dan kontekstualisasi sosial.
Dalam perspektif pedagogi kritis, pembelajaran semacam ini berpotensi melanggengkan pola
pikir pasif dan kurang reflektif pada peserta didik. Padahal, moderasi beragama menuntut
proses pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk memahami perbedaan,
merefleksikan realitas sosial, serta mengembangkan sikap keberagamaan yang dewasa dan
bertanggung jawab. Tanpa pendekatan pedagogis yang dialogis dan partisipatif, nilai-nilai
moderasi beragama sulit terinternalisasi secara mendalam.

Dari sudut pandang teori street-level bureaucracy (Lipsky), guru PAI dapat dipahami
sebagai aktor kebijakan yang memiliki ruang diskresi dalam mengimplementasikan kebijakan
moderasi beragama. Namun, ruang diskresi tersebut sering kali terhambat oleh berbagai faktor
struktural, seperti beban administratif yang tinggi, keterbatasan pelatihan berkelanjutan, serta
minimnya pendampingan kebijakan dari otoritas pendidikan. Kondisi ini
menyebabkan guru cenderung mengadopsi strategi implementasi yang pragmatis dan minimalis,
yaitu sekadar memenuhi tuntutan administratif tanpa mengembangkan inovasi pedagogis yang
substansial (Suryadi 2022).

Peran aktor kebijakan lain, seperti kepala sekolah dan pengawas, juga memiliki
pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan moderasi beragama. Dalam perspektif
teori kepemimpinan pendidikan, kepala sekolah memiliki posisi strategis dalam membangun
iklim sekolah yang inklusif dan moderat. Namun, dalam praktiknya, fungsi kepemimpinan ini
sering kali tereduksi menjadi pengelolaan administratif dan pemenuhan standar formal.
Pengawasan pendidikan yang lebih berfokus pada aspek administratif dibandingkan substansi
pedagogis turut memperlemah implementasi kebijakan moderasi beragama dalam
pembelajaran PAI (Yanto et al. 2023).
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Di tingkat makro, birokrasi pendidikan berperan sebagai penyusun regulasi dan
fasilitator implementasi kebijakan. Namun, dalam perspektif teori koordinasi kebijakan,
lemahnya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah sering kali
menimbulkan kebingungan dan inkonsistensi di tingkat satuan pendidikan. Sosialisasi
kebijakan yang bersifat satu arah dan minim pendampingan kontekstual menyebabkan
kebijakan moderasi beragama dipahami sebagai kewajiban formal, bukan sebagai kebutuhan
pedagogis yang mendesak.

Dengan demikian, implementasi kebijakan moderasi beragama dalam pembelajaran
PAI menghadapi tantangan yang bersifat struktural, pedagogis, dan kultural. Tantangan ini
menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak dapat dicapai hanya melalui
regulasi yang kuat, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas aktor pelaksana, penyediaan
perangkat pembelajaran yang kontekstual, serta dukungan kelembagaan yang berkelanjutan.
Analisis ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan PAI harus dipahami sebagai proses
transformatif yang menuntut sinergi antara kebijakan normatif dan praktik pedagogis di
lapangan.

Tantangan dan Peluang Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama
Implementasi kebijakan moderasi beragama dalam konteks pembelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI) menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek struktural, pedagogik,
kultural, dan ideologis. Dari sudut pandang teori kebijakan publik, tantangan-tantangan
tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung
pada kejelasan peraturan, namun juga pada sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan nilai,
keyakinan, dan kondisi sosial masyarakat di mana kebijakan tersebut diterapkan. (Yuyun
Alfasius Tobondo 2025).

Secara kultural, moderasi beragama masih sering dipersepsikan secara keliru sebagai
bentuk kompromi terhadap ajaran agama atau bahkan sebagai upaya melemahkan identitas
keislaman. Dalam kerangka teori resistensi kebijakan, persepsi semacam ini dapat
memunculkan penolakan laten terhadap kebijakan, baik dari kalangan pendidik, peserta didik,
maupun masyarakat. Resistensi tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk penolakan terbuka,
tetapi dapat termanifestasi melalui sikap pasif, implementasi simbolik, atau pelaksanaan
kebijakan yang bersifat formalitas semata. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi
kebijakan moderasi beragama tidak dapat dilepaskan dari dinamika ideologis dan wacana
keagamaan yang berkembang di masyarakat (Hayati et al. 2025).

Dari sisi struktural dan kelembagaan, tantangan implementasi kebijakan juga berkaitan
dengan keterbatasan dukungan sistemik. Dalam perspektif teori kapasitas institusional,
efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesiapan organisasi pelaksana, termasuk
ketersediaan sumber daya manusia, perangkat pembelajaran, serta mekanisme pendampingan
dan evaluasi. Di banyak satuan pendidikan, guru PAl masih menghadapi keterbatasan
pelatihan substantif terkait moderasi beragama, sementara sistem pengawasan cenderung
berorientasi pada pemenuhan administrasi daripada penguatan kualitas pedagogis. Akibatnya,
kebijakan moderasi beragama belum sepenuhnya terintegrasi dalam budaya pembelajaran
sekolah (Hidayatulloh et al. 2023).

Aspek pedagogis juga menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan. Dalam
kerangka teori perubahan pendidikan, transformasi nilai moderasi beragama menuntut
perubahan paradigma pembelajaran dari pendekatan transmisif menuju pendekatan
transformatif. Namun, praktik pembelajaran PAI masih didominasi oleh metode ceramah dan
pendekatan kognitif yang kurang memberi ruang bagi dialog, refleksi, dan pengalaman belajar
yang bermakna. Tanpa perubahan pendekatan pedagogis, moderasi beragama berisiko
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dipahami sebagai wacana normatif yang tidak berdampak signifikan pada sikap dan perilaku
peserta didik (Darmawan and Nugroho 2025).

Meski menghadapi berbagai kendala, kebijakan moderasi agama di ranah pembelajaran
PAl juga mempunyai peluang strategis yang cukup besar untuk diperkuat. Salah satu peluang
yang paling penting adalah mengintegrasikan nilai moderasi beragama ke dalam Kurikulum
Mandiri yang fokus pada pembentukan karakter, pembelajaran kontekstual, dan penyesuaian
pembelajaran. Dari perspektif teori kebijakan adaptif, fleksibilitas kurikulum memberikan
kesempatan kepada guru PAl untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan situasi
sosial dan kebutuhan siswa, sekaligus menanamkan nilai moderasi beragama secara lebih
otentik. (Damayanti and Partono 2025).

Selain itu, penguatan pendidikan karakter dan Profil Pelajar Pancasila memberikan
kerangka normatif yang sejalan dengan prinsip moderasi beragama, seperti toleransi, gotong
royong, dan keadilan sosial. Sinergi antara kebijakan moderasi beragama dan kebijakan
pendidikan karakter menciptakan peluang untuk membangun ekosistem pendidikan yang
mendukung internalisasi nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan secara harmonis. Dalam
perspektif teori sinergi kebijakan, keterpaduan antar
kebijakan ini dapat meningkatkan efektivitas implementasi dan mengurangi fragmentasi
kebijakan di tingkat sekolah.

Pemanfaatan teknologi pembelajaran digital juga menjadi peluang penting dalam
memperkuat implementasi kebijakan moderasi beragama. Dalam kerangka teori inovasi
pendidikan, teknologi digital memungkinkan pengembangan media pembelajaran interaktif,
diskusi lintas budaya, serta akses terhadap sumber belajar yang beragam dan kredibel. Jika
dimanfaatkan secara tepat, teknologi dapat menjadi sarana strategis untuk memperluas
wawasan keagamaan peserta didik dan membangun sikap moderat di tengah derasnya arus
informasi digital yang sering kali tidak terfilter (Ar and Fauzan 2024).

Berdasarkan analisis tantangan dan peluang tersebut, strategi implementasi kebijakan
moderasi beragama dalam pembelajaran PAI perlu diarahkan pada pendekatan yang
komprehensif dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas guru PAI melalui pelatihan berbasis
kebutuhan, pengembangan perangkat ajar yang kontekstual dan dialogis, serta penguatan
kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi langkah strategis
yang mendesak. Dalam perspektif teori kolaborasi kebijakan, keterlibatan berbagai pemangku
kepentingan akan memperkuat legitimasi kebijakan dan meningkatkan peluang keberhasilan
implementasi di lapangan (Puspita Sari et al. 2024).

Dengan demikian, tantangan implementasi kebijakan moderasi beragama tidak
seharusnya dipandang sebagai hambatan semata, melainkan sebagai ruang refleksi dan peluang
untuk melakukan penguatan kebijakan Pendidikan Agama Islam secara lebih substansial.
Pendekatan kebijakan yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada kualitas pedagogis
menjadi kunci dalam menjembatani kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik
pembelajaran PAl di masa depan.

KESIMPULAN
Implementasi kebijakan moderasi beragama dalam pembelajaran Pendidikan Agama

Islam (PAI) merupakan upaya strategis dalam membangun sikap keberagamaan peserta didik
yang inklusif, seimbang, dan berwawasan kebangsaan. Namun demikian, hasil analisis
menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal.
Tantangan utama terletak pada pemahaman konseptual guru PAl yang belum merata,
kecenderungan pembelajaran yang masih normatif dan berorientasi kognitif, serta keterbatasan
dukungan struktural dan kelembagaan. Kondisi ini menyebabkan nilai-nilai moderasi beragama
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belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sikap dan perilaku peserta didik, melainkan masih
berada pada tataran pengetahuan normatif.

Di sisi lain, kebijakan moderasi beragama memiliki potensi besar untuk
diimplementasikan secara lebih efektif seiring dengan penguatan Kurikulum Merdeka,
pengembangan pendidikan karakter, dan pemanfaatan teknologi pembelajaran yang inovatif.
Keberhasilan implementasi kebijakan ini menuntut pendekatan yang adaptif dan berkelanjutan,
dengan menempatkan guru PAl sebagai aktor kunci serta memperkuat sinergi antara
pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten,
penguatan kapasitas pendidik, serta pendekatan pedagogis yang dialogis dan kontekstual,
pembelajaran PAI berpotensi menjadi ruang strategis dalam menanamkan nilai moderasi
beragama secara substantif, sehingga berkontribusi pada terciptanya kehidupan sosial yang
harmonis dan berkeadaban di tengah pluralitas masyarakat Indonesia.
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